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PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Skr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ---, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 25 November 1996
/ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK ---, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 01 Januari 1993 /
umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Bank BPR, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara,
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Skr, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

hari Selasa tanggal 17 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,
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sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/06/1V/2018, tanggal 17 April

2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Sukamara selama 1 minggu,
kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sukamara
selama 8 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di
Kelurahan Mendawai selama 6 bulan, selanjutnya pindah lagi kerumah
orang tua Tergugat di Kelurahan Padang dan disana sebagai tempat
kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak, bernama ANAK, lahir di Sukamara tanggal 01 Januari 2019;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2019 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak menghargai keluarga dan orang tua Penggugat;

- Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mau mengurus ibu
Tergugat yang sedang sakit, padahal pada saat itu Penggugat juga
sedang mengurus anak Penggugat yang masih kecil, sehingga semenjak
ibu Tergugat meninggal dunia pada bulan Agustus 2019, Tergugat sudah
mulai jarang berkomunikasi dengan Penggugat;

- Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Tergugat dan
Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang
pada September 2020 disebabkan Tergugat yang tidak peduli dan tidak ikut
bersama Penggugat pada saat ibu Penggugat meninggal dunia, bahkan
ketika acara tahlilan Tergugat tidak datang sama sekali dengan alasan
bahwa Tergugat bekerja dan lembur, sampai saat ini telah berpisah rumah
September 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
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6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi
masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua
Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya
mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.)
tanggal 15 Desember 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah
dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan
keterangan sebagai berikut :
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— Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap orang tua Penggugat, padahal
ketika orang tua Tergugat sedang sakit, Penggugat yang merawatnya, tapi
ketika orang tua Penggugat yang sakit, Tergugat tidak mau merawatnya;

— Bahwa keluarga Tergugat sering membicarakan Penggugat di belakang
Penggugat (tanpa sepengetahuan Penggugat);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar sejak Agustus 2019, antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian terhadap orang tua Penggugat,
ketika bapak Penggugat sakit, Tergugat dan keluarga Tergugat mengantar
bapak Penggugat berobat ke rumah sakit di Pangkalan Bun;

- Bahwa Penggugat juga tidak mau mengurusi ibu Tergugat yang sedang
sakit, meskipun hanya sekedar menunggui ibu Tergugat saja dan
Penggugat juga tidak mengurus makan untuk Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak mau menegur sapa keluarga Tergugat, bila lewat di
depan keluarga Tergugat, Penggugat sekedar lewat saja;

- Bahwa benar Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa pada bulan Nopember 2020, Tergugat dan keluarga Tergugat
datang ke tempat Penggugat bermaksud untuk mengajak Tergugat rukun
kembali, namun tidak ditanggapi serius oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat mengikuti saja kemauan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat memang perhatian ketika bapak Penggugat sakit, tapi
ketika ibu Penggugat sakit, Tergugat tidak ada perhatiannya sama sekali;

- Bahwa ketika ibu Tergugat sakit, sudah ada saudaranya Tergugat yang
mengurus ibu Tergugat dan saat itu Penggugat juga memiliki anak bayi
yang harus Tergugat urus, sedangkan untuk makan, Penggugat tetap
membuatkan makanan untuk Tergugat, namun karena setelah melahirkan
Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, makanan yang
Penggugat buat itu ada di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak
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mau datang ke rumah orang tua Penggugat untuk makan makanan yang
sudah Penggugat sediakan;

- Bahwa memang benar Penggugat tidak menegur sapa keluarga Tergugat,
karena keluarga Tergugat sudah sering menceritakan hal-hal yang tidak
benar mengenai Penggugat dan ketika Penggugat datang ke rumah orang
tua Penggugat, Penggugat menanggapi saja apa yang dikatakan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat kurang perhatian terhadap ibu Penggugat ketika ibu
Penggugat sedang sakit;

- Bahwa memang Penggugat sudah menyediakan makanan untuk Tergugat,
namun seharusnya Penggugat membawakan makanan itu kepada
Tergugat;

- Bahwa memang Penggugat dan kakaknya menanggapi apa yang Tergugat
dan keluarga Tergugat sampaikan, tapi tidak ada keseriusan dan tindak
lanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat
— Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX/06/IV/2018, tanggal

17 April 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara,
Kabupaten Sukamara bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
B. Bukti Saksi
1. SAKSI | PENGGUGAT, lahir di Sukamara, tanggal 15 Desember
1978 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
PNS Dinas Kesbangpol, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adlah kakak
kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami

Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di
, Kabupaten Sukamara selama 1 minggu, kemudian pindah ke
rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sukamara selama 8
bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di
Kelurahan Mendawai selama 6 bulan, selanjutnya pindah lagi
kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Padang dan disana
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang
baik hubungannya dengan keluarga Penggugat dan Tergugat
kurang perhatian terhadap orangtua Penggugat bahkan sampai
orang tua Penggugat meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mendengar langsung tentang peristiwa
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2020
disebabkan Tergugat yang tidak peduli dan tidak ikut bersama
Penggugat pada saat ibu Penggugat meninggal dunia, bahkan
ketika acara tahlilan Tergugat tidak datang sama sekali dengan
alasan bahwa Tergugat sedang bekerja dan lembur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan September 2020 dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;
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- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah
mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil;

2. SAKSI Il PENGGUGAT, NIK ---, lahir di Sukamara, tanggal 12 Maret
1963 / umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sudah lama
berteman dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat
adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah
dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat
dan disana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang
baik hubungannya dengan keluarga Penggugat dan Tergugat
kurang perhatian terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat
bahkan sampai orang tua Penggugat meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang
peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

tersebut;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan September 2020 dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat telah pula
mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI | TERGUGAT, NIK 6208011305770001, lahir di Sukamara,
tanggal 13 Mei 1977 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan
Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa, saksi adalah paman Tergugat;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun-rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 ( satu)
orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis sampai
sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
lebih kurang sejak dua bulan yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun
kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il TERGUGAT, NIK ---, lahir di Sukamara, tanggal 16 Juni
1981 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
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Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara,

telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan
Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa, saksi adalah bibi Tergugat;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun-rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 ( satu)
orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis sampai
sekarang;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah
bertengkar;

- Bahwa Tergugat sering bangun kesiangan dan juga masalah
anak, tapi secara detil saksi kurang memahaminya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak ibu kandung Penggugat meninggal dunia sekira 2 bulan
yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun
kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari masing-masing kedua belah
pihak tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan
membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
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proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Ahmad Satiri, S.Ag., M.H),

namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun-rukun saja selama Agustus 2019, namun setelah itu dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan :

— Tergugat tidak menghargai keluarga dan orang tua Penggugat;

— Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mau mengurus ibu Tergugat
yang sedang sakit, padahal pada saat itu Penggugat juga sedang
mengurus anak Penggugat yang masih kecil, sehingga semenjak ibu
Tergugat meninggal dunia pada bulan Agustus 2019, Tergugat sudah mulai
jarang berkomunikasi dengan Penggugat;

— Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Tergugat dan
Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
terjadi lebih kurang pada bulan September 2020 disebabkan Tergugat yang
tidak peduli dan tidak ikut bersama Penggugat pada saat ibu Penggugat
meninggal dunia, bahkan ketika acara tahlilan Tergugat tidak datang sama
sekali dengan alasan bahwa Tergugat bekerja dan lembur, sampai saat ini
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September
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2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan
ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka
Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil
bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai Buku autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Buku autentik,
khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah
di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut
memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan
Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17
April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
SAKSI | PENGGUGAT sebagai kakak kandung Penggugat dan SAKSI 1
PENGGUGAT sebagai kenalan Penggugat, keduanya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
SAKSI | TERGUGAT sebagai paman Tergugat dan SAKSI II TERGUGAT
sebagai bibi Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
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telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang dewasa
yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka
sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar
sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling
bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalii yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian
para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi
tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal
171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat
dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling
menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan
ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat
yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil
gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi
fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta
anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil
gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana
tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/06/1V/2018 Tanggal
17 April 2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan dari pernikahan
tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi
pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang menghargai keluarga
dan orang tua Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak
mau mengurus ibu Tergugat yang sedang sakit, padahal pada saat itu
Penggugat juga sedang mengurus anak Penggugat yang masih kecil,
sehingga semenjak ibu Tergugat meninggal dunia pada bulan Agustus
2019, Tergugat sudah mulai jarang berkomunikasi dengan Penggugat; dan
Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Tergugat dan
Penggugat;

— Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2020 dan setelah
terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman
besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak
bulan September 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

— Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah
rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh
terhadap keutuhan rumah tangga;

— Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara,
melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan
untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

— Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat
yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil
gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi
fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh
Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan

keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut cukup dapat
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mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan
berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut
serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah
tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta
dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin
lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah
satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),
maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut
dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat
ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaqg, Juz 1,
halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri,

yang berbunyi sebagai berikut:

Lo pi e dy o) SLA laar e BVl alla YWY lesl Gy
obine JLat ¥ OV 9 1 00 850 loll o)l menal Gy o Yy LS
a9y oLl Wb Vng dgall cmcdl gl Al e (S£ O
Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh
(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini

adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr.
Musthafa As Siba’i dalam Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun halaman 100
sebagai berikut : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak
dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan

menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan
perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang
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yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya
perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga
membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan
perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu)
Allah  SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,
barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”,

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi lhsan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat abhli
Hukum Islam Assayid Sabiqg, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid I, halaman
248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang

menyatakan sebagai berikut:
VLY 05 ¢ el Bl o gl Ay oW ) Lalses w156
b Ll Lagn C)/Lp')“ o5 g;auj\ ey Lablial (5 oiall ples ane Bl
sl
Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan
pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk
penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di
samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya

maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak
satu bain (sughra)";
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang
dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal
119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. dan Erik Aswandi,
S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,
TTD TTD
Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. Erik Aswandi, S.H.I.
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Panitera,

TTD

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai :  Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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